
BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05- TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN
SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penyetaraan Jabatan
Struktural Eselon IV ke dalam Jabatan Fungsional
untuk keperluan dalam Penunjukan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) perlu dibuat
kriteria tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a tersebut di atas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah
tentang Kriteria Pejabat Fungsional Yang Dapat
Ditetapkan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, TLNRI Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor
6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 50);

12‘ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEJABAT
FUNGSIONAL YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.



5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat
Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 2

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan
menetapkan pejabat pada perangkat daerah/unit
keija selaku PPTK.

(2) Penetapan pejabat sebagai PPTK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan
beban keija, besaran anggaran kegiatan/Sub
kegiatan, lokasi dan rentang kendali.

(3) PPTK merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Struktural sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 3

(1) Dalam hal tidak tersedia pegawai Aparatur Sipil
Negara yang menduduki jabatan struktural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),
pejabat fungsional dapat ditetapkan sebagai PPTK
dengan kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah :

a. Memiliki kemampuan berintegritas.
b. Menduduki jabatan fungsional minimal jenjang

Ahli Muda.
c. Melaksanakan tugas dan fungsi membantu

Kepala unit keija dalam koodinasi serta
pengelolaan kegiatan, penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok
subtansi pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Tengah.

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 jQhUCin 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 3 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 02


